
WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2f TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah

Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan

Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H,

menyatakan bahwa dalam hal pendanaan untuk

pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut

dan kuku belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, maka dapat dianggarkan dengan

melakukan pergeseran,
b. bahwa berdasarkan pemenuhan alokasi anggaran

belanja gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja (P3K) sesuai dengan Keputusan Wali
Kota Sawahlunto Nomor: 813/43/BKPSDM-

SWL/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan untuk mendukung

pencapaian target kinerja pelaksanaan program

kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2022, serta karena adanya



Mengingat 1.

perkembangan yang tidak sesuai asumsi, maka perlu

dilakukan mekanisme pergeseran anggaran antar

objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek

dalam objek yang sama antar sub rincian objek dalam

rincian objek yang sama, dan perubahan atau

pergeseran atas uraian dari sub rincian objek:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan

Ketuga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022:

Ne

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286), yang telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), yang telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736):



ke
)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II “Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II

Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat

II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3423),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), yang telah diubah dengan

6.

/

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057),

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Nomor 42),

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11),

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun



Menetapkan

26.

2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun

2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Nomor 98),

, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun-22

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8),

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-

9075-2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 91), yang telah

diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota :

a. Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota

Nomor 91 Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2022 Nomor 16),



b. Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran

2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 24),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 23 Juni 2022

WALI KOTA SAWAHYUNTO,/

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal8Juni 2022

SEKRETARIS

1g:
KOTA SAWAHLUNTO,

v

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR HF


